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ABSTRAK

EFEKTIVITASPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI PRINSIP
DEKLARATIF DAN DELIK ADUAN DALAM KETENTUAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PADISYAH AL MAHDI WICAKSANA

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,
lahirnya hak ciptaataskarya ciptadi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastrayang
kelahirannya ditandai dengan suatu publikasi baik secaraformal atau tidak formal,
regional, nasional maupun internasional dilindungi secara otomatis dengan
menggunakan prinsip deklaratif. Berkaitan dengan ini penulis menemukan dua
pokok masalah yaitu mengena ; Bagaimanakah efektvitas perlindungan hukum
terhadap hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif dan bagaimanakah efektivitas
delik aduan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

Seja an dengan masal ah yang dibahasan dalam permasal ahan ini, makajenis
penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, penelitian Normatif yaitu
penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri,
dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian keperpustakaan (Library
Research) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan
pel aksanaanya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam
penulisan skripsi ini.

Daam kesempatan ini penulis akan membahas tentang efektivitas
perlindungan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta ditinjau dari
prinsip deklaratif dan delik aduan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta dan memiliki kesimpulan bahwasanya Efektivitas
perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif dinilai
sangat baik dan menguntungkan bagi pemilik suatu karya cipta, namun delik aduan
dinilai kurang efektif dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta
dikarenakan aparatur penegak hukum tidak dapat mengambil tindakan secara
langsung terhadap pelaku dan jugatidak dapat bersifat proaktif.

Kata Kunci : Undang-Undang Hak Cipta, Penegakan Hukum, Prinsip Deklaratif,
Delik Aduan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hak Kekayaan Intelektual (HK1) yang merupakan padanan kata untuk
Intellectual Property Rights (IPR), menjadi persoaan serius diperhatikan bagi
negara-negaraberkembang dan negara-negaramaju. Hak K ekayaan Intelektual
(HKI) diperdagangkan secara global, untuk itu perlu diambil langkah-langkah
guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak
bertanggungjawab. Terlebih lagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan
hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil
temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas, sehingga
bisa mendatangkan kebahagiaan. Dengan demikian, secara lebih khusus hak
kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya
yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang
bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud
adalah nilai ekonomi dalam karyatersebut. “Sebagai hak milik yang dihasilkan
karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka hak kekayaan
intelektual dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang

memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis”.

1 Bambang Kesowo, Aspek Perlindungan Hak Cipta dan Paten dalam Rangka
Memperkaya Komoditas Perdagangan Indonesia, Jakarta 1996, him 2



Dari segi isi, HKI berbicaratentang hak atas kekayaan yang timbul atau
lahir karena kemampuan intelektual manusia. Melalui kemampuan intel ektual
tersebut, lahirlah karya-karyaintelektual di berbagai bidang. Yaitu: Hak cipta,
Hak merek, Hak paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
Rahasia Dagang serta Perlindungan Varietas Tanaman. “Dikarenakan karya
intelektual tersebut lahir dengan curahan tenaga, waktu, dan biaya, sehingga
adanya kuantifikas ‘pengorbanan’ yang memberi nilai terhadap karya
intelektual yang bersangkutan. Semakin besar manfaat (ekonomi) karya

tersebut, maka semakin besar pulanilainya”. 2

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu
hak dasar yang dilindungi oleh produk - produk hukum di berbagai negara. Tak
hanya itu, jaminan atas HKI juga dicantumkan oleh beragam dokumen dan
kesepakatan internasional. Menurut Deklarasi Universal HAM (Universal
Declaration of Human Rights) dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa,
“Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, baik secara
moral, maupun kepentingan material, yang dihasilkan dari hasil karya saintifik,
literatur, maupun seni yang dibuatnya”. Indonesia sendiri juga sudah memiliki
kerangka hukum untuk menjamin HKI Diantaranya adalah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang -Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta.

2 |bid
® Ibid



Menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan
bahwa Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan Prinsip Deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk
nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang - undangan.”

Adapun sifat eksklusif yang diberikan kepada Hak Atas Kekayaan
Intelektual tersebut memiliki tujuan pokok yaitu untuk menumbuhkan iklim
yang mampu mendorong lahirnya karya-karya Intelektual dan meneguhkan
pengakuan terhadap jerih payah tersebut, meumbuhkan penghormatan dan
memberikan perlindungan terhadapnya, maka titik tolak yang digunakan
adalah pengakuan dan perlindungan terhadap orang yang melahirkan karya
Intelektual tadi. Orang itulah yang diakui hak kepemilikannya, diakui haknya
untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

meggunakannya, serta melindungi dari penggunaan tanpa hak oleh pihak lain.

Karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra pada dasarnya
adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan
kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang
pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat
kita lihat secara fisik. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan
kebutuhan terutama yang bersifat batiniah. “Semakin banyak dan semakin

besar karyakarya tersebut, pada umumnya juga memberi nilai tambah



terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya, dan kehidupan

manusia pada umumnya’”. *

Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang
memberikan kepuasan batin tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut
sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal yang terakhir inilah perlu
dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata - mata sebagai karyayang
memberi kepuasan batiniah, bersifat Universal dan dapat dinikmati siapapun,
dimanapun, dan kapanpun juga apalagi dengan sikap bahwa hal itu dapat
diperoleh secara cuma -cuma. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak
atas karya cipta dengan sadar dan sengajamemberikan atau membiarkan karya-
karyanya digunakan atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, bukan berarti
hal itupun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai

dan mengakui hak tersebut.

Daam takaran ekonomi, kelahiran atas suatu karyatelah begitu banyak
melibatkan tenaga, waktu, dan biaya. Jika faktor-faktor tersebut dikonversikan
kedalam angka-angka maka hal itu akan menunjukkan nilai dari karya yang
telah dilahirkan. Oleh karena adanya manfaat atau nilai ekonomi atas suatu
karya cipta,maka timbullah konsepsi mengenai kekayaan yang kemudian pada
gilirannya tumbuh konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk

melindunginya.®

* Ibid
> Ibid



Daam ilmu hukum, Hak Cipta dan hak-hak lainnyayang dikenal dalam
Hak Atas Kekayaan Intelektual digolongkan sebagal benda bergerak yang
tidak berwujud dan dalam rangkahak kepemilikannyadiklasifikas sebaga hak
milik perseorangan, dan hal ini dianut dalam prinsip hukum oleh negara-negara

di dunia.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa Hak
Cipta adalah Hak Eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan Prinsip
Deklaratif dan karenanya Hak Ciptatumbuh bersamaan dengan lahirnya karya
cipta dari suatu ciptaan. Jika dlihat dari Peraturan Perundang - undangan
Indonesia tentang Hak Cipta yang menggunakan Prinsip Deklaratif dan
perlindungan secara otomatis kepada pencipta, hal ini merupakan salah satu

prinsip yang terdapat di dalam Konvensi Bern yang memiliki “tiga azas yaitu :

a. Azas “national treatment” atau ‘““‘assimilation”, yang berarti memberi
perlindungan yang sama atas ciptaan berasal dari peserta Konvensi seperti
memberi perlindungan atas ciptaan warganegara sendiri.

b. Azas “automatic protection” , yang berarti bahwa perlindungan tidak
didasarkan atas sesuatu formalitas misalnya adanya pendaftaran ciptaan,
dan mendepostinya atau pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya
ataupun pembayaran pendaftarannya.

c. Azas ““independence of protection” atau kebebasan perlindungan, yang
berarti bahwa perlindungan yang diberikan tidak digantungkan pada adanya
perlindungan di negara asal ciptaan tersebut.” ©

Melihat dari tiga azas di atas dan prinsip yang terdapat pada peraturan
Perundang-undangan Indonesia dalam melindungi karya seorang pencipta,

dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut prinsip hukum Eropa

6 Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Akademika
Pressindo, Jakarta 1989, him.44-45



Kontinental dalam memberikan perlindungan karya cipta seorang pencipta di
mana Konvens Bern tersebut merupakan salah satu Konvens yang ada dalam

kelompok prinsip Hukum Eropa Kontinental.

Berhubungan dengan Prinsip Deklaratif dalam memberikan
perlindungan terhadap Hak Cipta di satu sis terdapat kemudahan karena
pemilik Hak Cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis yang ditandai
dengan bersamaan lahirnya suatu karya cipta, namun di sisi lain jika terjadi
pelanggaran hak atau penggunaan tanpa hak oleh orang lain atau pihak lain,
untuk proses pembuktian telah terjadinya pelanggaran akan mengalami
kendala karena tidak serta merta dapat menunjukkan bukti kepemilikan
terhadap haknya seorang pencipta dan ini tentunya membutuhkan proses yang

relatif tidak singkat.

Daam kaitan adanya pelanggaran tersebut, pihak yang berwenang
tidak dapat melakukan tindak lanjut untuk melakukan penegakan hukum secara
langsung kepada para pelaku pelanggaran Hak Cipta dikarenakan perbuatan
pelanggaran tersebut diketegorikan kedalam Delik Aduan, hal ini dapat dilihat
dari Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptayang
berbunyi: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

merupakan delik aduan.”

Adapun yang dimaksud dengan Delik Aduan, menurut P.A.F.
Lamintang, dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 217-

218) memberi pengertian bahwa “Delik aduan merupakan tindak pidana yang



hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.” ’
Sedangkan menurut A.Ridwan Halim Delik Aduan adalah : “ suatu delik yang
perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang
berkepentingan atas penuntutan tersebut. Tanpaadanya pengaduan, makadelik
tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.” 8 Dilihat dari pengertian tersebut
berarti meskipun telah terjadi tindak pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta,
para aparatur negara yang berwenang tidak dapat dengan segera melakukan
penindakan terhadap para pelaku kejahatan jika tidak adanya pengaduan dari

pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk
membahas secara singkat tentang Hak Cipta, dengan judul EFEKTIVITAS
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI PRINSIP
DEKLARATIF DAN DELIK ADUAN DALAM KEETENTUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK

CIPTA.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta

berdasarkan Prinsip Deklaratif ?

"https://indonesia.co.id/id/arti cle/perbedaan-delik-aduan-dan-delik-biasa diakses
pada 19 Oktober 2021

8 A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Ghdia Indonesia,
Jakarta Timur 1983, him.154



2.Bagaimanakah efektivitas Delik Aduan dalam penegakan Hukum terhadap

Pelanggaran Hak Cipta ?

Ruang Lingkup dan Tujuan Pendlitian
1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan pembahasan
terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta ditinjau dari
prinsip deklaratif dan delik aduan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28
tahun 2014 tentang Hak Ci pta, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula

hal-ha yang ada kaitannya tersebut.

2. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka

penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

a) Untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta
berdasarkan prinsip deklaratif.
b) Untuk mengetahui efektivitas Delik Aduan dalam penegakan Hukum

terhadap Pelanggaran Hak Cipta.

D. Kerangka Konseptual
Kerangkakonseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan
secara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan

dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Untuk itu guna memudahkan



pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definis
operasional sehubungan dengan istilah-isitilah yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena
berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebaga sarana yang dapat
mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif®. Di
samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di
dalam negara, sehinggadapat dilaksanakan secara permanen. Kataperlindungan
secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur,
yaitu (1) unsur tindakan melindungi, (2) unsur pihak-pihak yang melindungi, dan
(3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan
mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan
melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan

menggunakan cara-cara tertentu’®.

2. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk
mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan®!.

® Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.
Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, him. 30

10 1bid

1 satjipto Raharjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baruhim. 15
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3. Pelanggaran Hak Cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta
seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanyaizin
dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun
2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta
Misalnya penggunaan dan penggandaan untuk pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah dan pertunjukan
selama menyertakan sumber lengakap dari karya tersebut.  Untuk
penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan, harus didapatkan izin

penci pta terlebih dahulu.?

4. Prinsip Deklaratif adalah suatu prinsip yang tidak mengharuskan adanya
pencatatan (isitlah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada Undang-
Undang Hak Cipta terdahulu). Dengan kata lain walaupun pencipta tidak
mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan
langsung ketika karya ciptaannya selesai dibuat , yakni berupa hak untuk
mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa
seizin pencipta. Dengan demikian,perlindungan Hak Cipta itu diberikan
secara otomatis. Namun di sis lain, pemerintah dalam ha ini Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyel enggarakan pencatatan ciptaan.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran Hak Cipta

12 Kompas. Hak Cipta : Pengertian, Fungsi, Hukum, Pendaftaran, dan
Pelanggarannya. https://www.googdle.co.id/amp/s/amp.kompas.com/ skola/read/2021/03/25
[123247469/hak-ci pta-pengertian-fungsi -hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya  diakses
pada 18 Oktober 2021
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dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa

mengenai Hak Ciptal®.

5. Delik Aduan merupakan tindak pidana yang baru dapat dilakukan
penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Perumusan delik-
delik aduan dapat dijumpai di pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KHUP) . Pasal-pasal yang memuat rumusan delik aduan
diantaranya yakni Pasal 284, 287, dan 293 KHUP tentang delik kesusilaan,
Pasa 310 sampa dengan 321 KUHP mengenai delik penghinaan dan
pencemaran nama baik, Pasal 322 dan 323 KHUP tentang delik membuka
rahasia seseorang, Pasal 332 KUHP soal kejahatan terhadap kemerdekaan
orang dengan membawa pergi seorang wanita belum dewasatanpa diketahui
orangtua atau walinya dengan persetujuan wanita itu, dan lain sebagainya.
Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif.
Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan
delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu
merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan,

sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan. *#

E. Metode Penditian

1. JenisPenditian

13 1bid
14 Y asser Arafat. Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative
Justice. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.him.128
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Sgadan dengan masalah yang dibahasan dalam permasalahan ini,
maka jenis pendlitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif,
penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk
mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, dengan mempergunakan
data sekunder berupa penelitian keperpustakaan (Library Research)
dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan
pelaksanaanya yang mempunya hubungan langsung dengan
permasal ahan dalam penulisan skripsi ini.*®

2. Sifat Pendlitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analitik, metode ini
bertujuan untuk memberikan gambaran yang di lakukan dengan kualitatif
dari teori-teori hukum.

3. Pengumpulan Data
a  Pengumupulan data dilakukan tidak menggunakan bahan hukum,
dengan studi  keperpustakaan, yaitu mempelgari  buku-buku
keperpustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada
hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder yang
diperoleh melalui studi ke perpustakan atau literatur, data sekunder
tersebut meliputi:'® Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 peraturan

15 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum™ (Mataram: University Press, 2020) Hal.
45-46
16 1bid
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perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.
b)  Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil pendlitian,
karyailmiah, media cetak dan elektronik.
¢) Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan-bahan dari internet
dan data stastik yang relevan dengan permaslahan penelitian ini.
4. Analisis Data

Data yang diperoleh secara prinsipatis, kemudian dianalisis secara
deskriptif kudlitatif, yaitu anaisis yang dilakukan dengan cara
menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan data atau
tergantung objek yang ingin digunakan untuk pengumpulan data dalam
bentuk uraian kalimat berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder serta bahan hukum tersier.’

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penelitian dan pembahasan materi skripsi ini maka penulis

membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan
masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka

komseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

17 Suteki dan Galang Taufani, “Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)”.
(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), Hal. 215-216.



BAB |1

BAB Il

BAB IV
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TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang
HAKI, pengertian umum HAKI, tinjauan umum tentang Hak
Cipta, tinjauan umum penegakan hukum, prinsip

perlindungan HAKI, dan tinjauan umum tentang Delik.

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenal hasil penelitian dari
kajian pustaka yang diperoleh sendiri. Dalam bab ini akan
diuraikan tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap
hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif dan efektivitas delik
aduan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak

cipta.

PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran.
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